BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa surat Menteri Keuangan vang ditandatangani oleh
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-
448/MK.7/2019 tanggal 20 November 2019 perihal
Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program
Bantuan  Pcndanaan  Rehabilitasi  dan Rekonrtriks:
Pascabencana Tahun Anggaran 2019 dan Surat Kepala
Pelaksana BPBD  Kabupaten Aceh  Besar Nomor
910/147/2019 Tanggal 27 November 2019 Perihal Surat
Permohonan DPA Lanjutan dari DPA Pergescran APBK Th
2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menctapkan Peraturan Bupati Aceh
Besar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar
Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Acch Besar
Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1936 tentwarc
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembarar
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 3&,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 44  Tahun 1999 tenmang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Dacrah Istimews
Acch (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 10GG
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonosiz
Nomor 3893);

[\

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); \v
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Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 53587), secbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5139); \/;/_
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5272); :

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 35358) sebagaimana telah beberapa kan
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430j,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Perubahan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberiem\V
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Menetapkan :

4.

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

23.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minvak dan Gas
Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi
Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 102);

24.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh
Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Besar Nomor 03);

25. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar
Nomor 595);

26. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58);

27. Qanun Kabupaten Acch Besar Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 3},

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 26 TAHUN
2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN
ANGGARAN 2019.



Pasal 1

Merubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.970.443.061.682,17
bertambah/berkurang sejumlah Rp.8.346.982.000,00 schingga menjadi Rp.
1.978.790.043.682,17 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp.1.830.625.607.535,00
b. Bertambah/ (berkurang}] Rp. 8.346.982.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.838.972.589.535,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp.1.970.443.061.682,00
b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 8.346.982.000,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.1.978.790.043.682,17
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (139.817.454.147,17)

3. Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan
1). Semula Rp. 100.000.000.000,00

2). Bertambah/ (berkurang) Rp. 44.817.454.147,17
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp.144.817.454.147,17

b.Pengeluaran

1). Semula Rp 5.000.000.000,00
2). Bertambah/ (berkurang) Rp ,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 139.817.454.147,17
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00
Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran I
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Peraturan Bupati ini dengan lampiran perubahan tercantum secara
tersendiri yang merinci item perubahan pada Perangkat Daerah yang
meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar.

(2) Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Difetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 28 November 2019 M
1 Rabi’ul Akhir 1441 H

/BUPATI ACEH BESAR,L;»

(s

4 /
MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 28 November 2019 M
1 Rabi'ul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH /L
)}/KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 36

N\,



